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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A Gambarana Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia
Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura.
Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim Il, merupakan Sultan Siak
terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.
Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten
Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun
1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi
Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Dalam sejarahnya Siak Sri Indarapura didirikan pada tahun 1723 M oleh
Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor
(Sultan Mahud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di
Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-
siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak
berada dibawah kekusaaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini
adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hamper 100
tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar
yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku
Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa
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bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang
cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak
mengundurkan diri.

Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan
diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan
(anak Sungai Siak). Demikian lah awal berdirinya kerajaan Siak di BuatanSemasa
pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin
(1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya
menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada
masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis syarief Hasyim Abul Jalil Syaifuddin
yang memeritah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak
di kota Siak dan istana ini diberinama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang
dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini siak
mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan
Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah
setatus menjadi kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi
Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 52
tahun 1999.

B. Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30” — 00

20’ 49” Lintang Utara dan 100 54° 21> 102° 10’ 59” Bujur Timur. Secara fisik

geografls memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah
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negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pettumbuhan (growth
triangle) Indonesia - Malaysia — Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di
bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya
struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial
serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.
Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan
perikanan. Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius,
dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten
Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa
wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah
air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana
transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat
pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai
Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai
Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang
tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi,
Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau
Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa.

Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa.
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Dari tahun 2010-2005 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059
jiwa. Dan Hasil SP2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa.
Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-
2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2010
adalah sebagai berikut : Kecamatan Bunga Raya 20.900 Jiwa, Kecamatan Dayun
26.600 Jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 Jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 22.900
Jiwa, Kecamatan Koto Gasip 18.600 Jiwa, Kecamatan Siak 21.400 Jiwa,
Kecamatan Sabak Auh 9.900 Jiwa, Kecamatan Tualang 104.000 Jiwa, Kecamatan
Minas 25.800 Jiwa, Kecamatan Sungai Apit 25.000 Jiwa, Kecamatan Pusako
5.100 Jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 Jiwa, Kecamatan Sungai Mandau
7.200 Jiwa, Kecamatan Mempura 14.100 Jiwa. Batas Wilayah Administrasi
sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis disebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, dibeleah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sedangkan disebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Visi Dan Misi Kabupaten Siak

Visi dan Misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak
telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Siak tahun 2005-2025. VIsi dan Misi jangka panjang hanya dapat
dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara”, yakni Visi dan
misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan

Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan
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ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut,
dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan
misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi
Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini,
dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.
D. VIsi Dan Misi Kabupaten Siak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, maka VIsi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025
adalah : ”Pusaf Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis,
agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang
agamis dan sejahtera pada Tahun 2025”

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi
Kabupaten Siak telah menetapkan misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah
sebagai berikut:

1. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau
adalah menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat
pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung
tinggi norma-norma hukum.

2. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri
dan pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor

tersebut untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung
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oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju,
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan.
3. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah
mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan
damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang
menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif,
mengabdi pada kepentingan masyarakat luas
E. Gambaran Umum Kecamatan Tualang
Kabupaten siak mempunyai beraneka macam bentuk ekosistem daratan
dan perairan seperti hutan, rawa, sungai dan danau. Sebagian besar daratan
berbentuk daratan rendah dan rawa gambut. Karena terletak di daerah katulistiwa
maka Kabupaten Siak mempunyai iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara
25 — 32 Celcius.
Dalam tahun 2003 Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 3 kecamatan
menjadi 8 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kecamatan Siak dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaitu:
a) Kecamatan Tualang;
b) Dayun;
¢) Kerinci Kanan dan
d) Lubuk Dalam.
2. Kecamatan Minas dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:
a) Kecamatan Minas dan

b) Kecamatan Sei Mandau.
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3. Kecamatan Sungai Siak dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:

a)
b)

Kecamatan Sungai Apit dan
Bunga Raya2.

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan siak, yang

dimekarkan menjadi 13 kecamatan :

1.

2.

10.

11.

12.

Kecamatan Siak;
Tualang;

Kerinci Kanan;
Dayun;

Sungai Apit;
Minas;

Kandis;
Mandau;
Mempura;
Sabak Auh;
Bunga Raya,
Koto Gasib, dan Kecamtan Lubuk Dalam

Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-

101°52' Bujur Timur. Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut :

1.

2.

Utara : Kecamatan Minas
Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam
Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru

Timur : Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam
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Wilayah Kecamatan Tualang seperti pada umumnya wilayah Kabupaten
Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya
terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah
organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawarawa atau tanah basah.
Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor
industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat
dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tapi juga menjadi sektor
andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut
daerah industry.
F. Keadaan Penduduk Kecamatan Tualang

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang Tahun 2015
sebanyak 109.229 jiwa denagn jumlah laki-laki 57.574 jiwa dan perempuan
sebanyak 51.655 jiwa sehingga didapatkan sex ratio sebesar 111. Sedangkan
jumlah keluarga sebanyak 26.186 sehingga diperoleh penduduk per rumah tangga
adalah 4,17 dari jumlah penduduk sebanyak 107.669 jiwa tersebut dapat dilihat

penyebaran serta persentase pada masing-masing desa/kelurahan sebagai berikut :

No Desa/Keluarahan Jumlah Penduduk Persentase
1 Tualang 85.123 14.1
2 Perawang 72.982 39.4
3 Perawang Barat 50.923 21.1
4 Maredan 25.885 3.6
5 Maredan Barat 19.363 2.2
6 Pinang Sebatang 19.941 3.6
7 Pinang Sebatang Barat 15.312 4.7
8 Pinang Sebatang Timur 19.241 2.7
9 Tualang Timur 16.459 3.2

JUMLAH 325.229

Sumber : Data Kantor Kepala Desa/Kelurahan Kec.Tualang Tahun 2018
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G. Mekanisme Kerja Pengawasan Pemilu
1. Pendaftaran partai Politik dan Verifikasi Partai Politik

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan
pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. (UU No 10 Tahun
2008 Pasal 14) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 14) Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 9
(sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
2. Penyusunan Daftar Pemlih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai
hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. (UU No 10 Tahun 2008
Pasal 19). Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan.
Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan
diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal
pemungutan suara. KPU Kabupaten/kota menggunakan data kependudukan
sebagai bahan penyusunan daftar pemilin. KPU Kabupaten/kota melakukan
pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan

pemerintah daerah.
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3. Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
kota/Kabupaten
Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Daftar bakal calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 Diajukan kepada KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang
ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. KPU
provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani
oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain. KPU Kabupaten/kota untuk daftar
bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris atau sebutan lain. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 58)
4. Penyusunan dan Verifikasi Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota
Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
disusun dalam daftar calon sementara olehKPU untuk daftar calon sementara
anggota DPR. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD
provinsi. KPU Kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD
Kabupaten/kota. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 61)
5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. KPU provinsi

menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. KPU Kabupaten/kota
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menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/kota. (UU No 10 Tahun
2008 Pasal 65)
6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD
Perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai
bakalcalon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi. KPU melakukan
verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota
DPD. Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif
diKabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan
oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. (UU No 10 Tahun 2008
Pasal 70)
7. Kampanye
Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD
provinsi, DPRD Kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon
anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu
anggota DPD. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. (UU No 10
Tahun 2008 Pasal 78). Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan
kampanye secara nasional, terhadap:
a) kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU

provinsi, KPU Kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai
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Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat
KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat
KPU Kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran
administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye
Pemilu yang sedang berlangsung; atau.
b) kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye,
peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana
Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung
8. Pemungutan Suara

Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD Kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Hari, tanggal, dan waktu
pemungutan suara pemilinan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan
KPU. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 148) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas
Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan
suara dengan tertib dan bertanggung jawab. Dalam hal terjadi penyimpangan
pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu
Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan
oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan

TPS/TPSLN. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 169)
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9. Penghitungan Suara

Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di TPS dilaksanakan oleh
KPPS. Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota
DPR di TPSLN dilaksanakan olen KPPSLN Penghitungan suara Partai Politik
Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. Penghitungan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD Kabupaten/kota di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan. (UU
No 10 Tahun 2008 Pasal 172). Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi
pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di dalam TPS.
10. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

a) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan

PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD Kabupaten/kota dari TPS melalui PPS. PPK melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud diatas dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu
legislatif dikecamatan. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan
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sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi
Peserta Pemilu, Panwaslu legislatif dikecamatan, dan KPU Kabupaten/kota.(UU
No 10 Tahun 2008 Pasal 182). Panwaslu legislatif dikecamatan wajib
menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau
kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota kepada PPK.
b) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota
KPU Kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dari PPK.
KPU Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu legislatif
diKabupaten/kota. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 187) Panwaslu legislatif
diKabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota kepada

KPU Kabupaten/kota.
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c) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi

KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dari KPU
Kabupaten/kota. KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suaraPartai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwas Provinsi. (UU
No 10 Tahun 2008 Pasal 192) Panwaslu legislatif di Provinsiwajib menyampaikan
laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta
Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD Kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

d) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional

KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dari KPU provinsi. KPU
melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai
Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas dalam rapat
yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal
194) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,

penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
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penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota kepada
KPU

11. Penetapan Hasil Pemilu

Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. KPU
wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan
suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka
yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. Perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi dalam
sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu
legislatif di Provinsi. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD
Kabupaten/kota ditetapkan olen KPU Kabupaten/kota dalam sidang pleno terbuka
yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu legislatif di
Kabupaten/kota. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 200)

12. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih

Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR
ditetapkan oleh KPU. Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota
DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Perolehan kursi Partai Politik

Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU
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Kabupaten/kota. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 204) Calon terpilih anggota DPR
dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Calon terpilih anggota DPRD provinsi
ditetapkan olen KPU provinsi. Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 213).

Penyelesaiaan Pelangaran Pemilu Dan Perselisiahan Hasil Pemilu
Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif diKabupaten/kota,
Panwaslu legislatif di kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu. Laporan sebagaimana dimaksud diatas dapat
disampaikan oleh:

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
b. pemantau Pemilu; atau
c. Peserta Pemilu.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan secara tertulis kepada
Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu legislatif diKabupaten/kota,
Panwaslu legislatif di kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.
Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan paling lama 3 (tiga)

hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Bawaslu, Panwaslu legislatif di
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Provinsi, Panwaslu legislatif diKabupaten/kota, Panwaslu legislatif dikecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap
laporan pelanggaran yang diterima.
a. Pelanggaran admnistrasi

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan
terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Pelanggaran
administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU
Kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi
, dan Panwaslu legislatif diKabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU
Kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu legislatif di
Provinsi, dan Panwaslu legislatif diKabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota memeriksa dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu legislatif di Provinsi, Panwaslu
legislatif di Kabupaten/kota. (UU No 10 tahun 2008 Pasal 250)

b. Pelanggaran pidana Pemilu

Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana
Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan
melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas
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perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima

laporan dari Bawaslu, Panwaslu.

H. Tugas Dan Fungsi Panwaslu

Menurut Pasal 78 Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang tugas dan
wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilu
antara lain adalah:

1. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan
penyelenggaraan pemilu : Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih
tetap; Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
Presiden dan wakil presiden; Proses penetapan calon Presiden dan Wakil
presiden; Penetapan calon Presiden dan wakil Presiden; Pelaksanaan
kampanye; Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.; Mengendalikan
pengawasan seluruh proses penghitungan suara.; Pergerakan surat suara dari
tingkat TPS sampai ke PPK.; Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh
KPU; Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.; Pelaksanaan penghitungan
dan pemungutan suara ulang,; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan;
Proses penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu.

3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang

tidak mengandung unsur tindak pidana.
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Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
ditindak lanjuti.

Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada
instansi yang berwenang.

Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan
rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh
penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
sedang berlangsung.

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang



